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ABSTRAK 
 
 
 
 
Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah 
lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan 
makanan di Indonesia. Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan POM menyelenggarakan 
fungsi sebagai pengaturan, regulasi dan standarisasi dari obat dan makanan yang 
beredar. Salah satunya adalah bentuk handbody yang belum mempunyai izin edar 
dari BPOM. Kondisi ini juga dijadikan peluang oleh beberapa pelaku usaha untuk 
memperoleh keuntungan dengan menyalahi aturan-aturan hukum. 
 Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan 
hukum Islam tentang jual beli handbody tanpa label BPOM? Adapun tujuan 
penelitian adalah : Untuk mengetahui Hukum Islam tentang jual beli handbody 
tanpa label BPOM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan primer diambil 
dari hasil wawancara dan sekunder berawal dari buku-buku yang relevan dengan 
penelitian. Populasi diambil berdasarkan studi kasus pada jual beli online. Adapun 
teknik pengumpulan data digunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan 
menggunakan analisis kualitatif dengan metode berpikir induktif dan deduktif.
 Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian menunjukkan bahwa dalam 
jual beli handbody secara online dilakukan karena adanya permintaan pasar dan 
mengikuti zaman. Pelaku usaha online shop mendapatkan produknya dari supplier 
namun tidak mengetahui asal usul produk tersebut dibuat. Mengenai tanggung 
jawab yang diberikan pelaku usaha kepada masalah yang ditimbulkan oleh 
produknya, mereka hanya membatasi tanggung jawab pada kecatatan produk, 
misalnya segel rusak dengan menukarkannya dan tidak bertanggung jawab 
terhadap kerugian fisik yang ditimbulkan akibat pemakaian produk yang mereka 
jual. Jual beli handbody tanpa label BPOM pada dasarnya ada dua hukum yaitu 
boleh dan tidak boleh, boleh jika tidak melanggar syariat dan sesuai janji 
produksi. Namun tidak diperbolehkan jika melanggar syariat dan ditemukan 
indikasi zat yang berbahaya.  
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 ِْنَئف ۖ ْمُكْنِم ِيلُوأَو َلىُس َّرلا اىُعيَِطأَو َ َّاللَّ اىُعيَِطأ اُىنَمآ َنيِذَّلا َاهَُّيأ َاي
 ِ َّللَِّاب َنُىنِمُْؤت ُْمتْنُك ِْنإ ِلىُس َّرلاَو ِ َّاللَّ َىِلإ ُهو ُّدَُرف ٍءْيَش ِيف ُْمتْعَزَاَنت
 ًليِْوَأت ُنَسَْحأَو ٌرْيَخ َِكل ََٰذ ۚ ِرِخْلْا ِمَْىيْلاَو ِرَْم ْْ ا  
 
Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 
dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) 
dan lebih baik akibatnya. ( Qs. 4 : 59 )
1
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, ( Bandung : Diponegoro ), h. 69 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
        Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan judul 
dan guna mendapatkan gambaran yang jelas agar mudah dipahami, maka saya 
akan menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam judul tersebut. 
     Adapun judul skripsi ini adalah “Hukum Islam Tentang Jual Beli 
Handbody Tanpa Label BPOM ( Studi Kasus Transaksi Online Produk 
Kyantik Skincare )”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah 
judul tersebut yaitu sebagai berikut : 
1. Hukum Islam 
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian 
agama Islam yang bersumber dari ayat Al-quran dan Hadits yang wajib 
ditaati oleh seorang muslim.
1
 
2. Jual beli 
Suatu perjanjian dalam kegiatan tukar menukar barang dengan uang 
dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas 
dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara’ ( 
Hukum Islam ).
2
 
 
                                                             
 1 
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, cet 17 ( Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012 ),  h. 42 
 2 
Kumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis , ( 
Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2016 ), h. 104 
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3. HandBody  
Produk kosmetika yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia yang 
berfungsi melembutkan dan menjaga kulit dari kekeringan dan sinar 
matahari.
3
 
4. BPOM 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga 
pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standardisasi, dan 
sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek 
pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-
obatan, kosmetik, dan produk lainnya.
4 
       Jadi, yang penulis maksud dalam judul ini adalah Hukum Islam 
tentang Jual Beli Handbody tanpa label BPOM Produk Kyantik Skincare. 
Sehingga dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana Hukum Islam 
tentang jual beli tersebut. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
1. Dizaman sekarang, cukup banyak yang melakukan jual beli produk 
kecantikan seperti handbody di media online. Yang kita ketahui 
bahwasanya penjualan handbody tanpa label BPOM, tidak dapat 
menjamin produk itu aman saat digunakan oleh pembeli,  sehingga 
                                                             
3 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 
Tentang Izin Produksi Kosmetika  
4  
Rezky Nur Amelia, Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan ( BBPOM ) dalam 
Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar, ( Makassar : UNM, 2018 ), h.2 
3 
 
penulis ingin mengetahui bagaimana jual beli handbody tanpa label 
BPOM 
2. Judul yang diangkat berkaitan dengan jurusan yang diambil, yaitu 
muamalah sehingga sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni 
saat ini. 
 
C. Latar Belakang 
        Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar 
sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak 
dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata. Bagi penjual, 
ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan 
bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang 
dicari oleh penjual.
5
 
       Mengenai transaksi jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum 
jual beli, apakah jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat atau 
belum. Oleh karena itu seseorang yang terjun dalam usaha bisnis harus benar-
benar mengetahui yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. 
Islam mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus 
dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat atau bukan 
mendatangkan mudharat. 
       Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat rukunya dan 
sesuai dengan syariat Islam. Selain harus memenuhi rukun dan syarat jual 
                                                             
 5 
Yazid Afandi, Fiqh Muamalah ( Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009 ), h. 54.   
4 
 
beli, seorang muslim harus melakukan segala transaksi dengan cara yang 
jelas,transparan, jujur dan adil. Sebagaimana sabdanya : 
 ُ هاللَّ ىههَص ًه ِبهننا هَنأ { ُوْنَع ُ هاللَّ ًَ ِضَر ٍعِفاَر ِهْب َةَعَبفِر ْهَع : َمِئُس َمههَسَو ِوٍْ َهَع
 ُرا هَزبْنا ُهاَوَر } ٍروُرْبَم ٍعٍْ َب ُّمُكَو ، ِهَِدٍِب ِمُج هرنا ُمَمَع : َلَبق ؟ َُبٍَْطأ ِبْسَكْنا َُّيأ
 ُمِكبَحْنا ُوَح هحَصَو6  
Artinya : Dari Rifa’ah bin Rafi ra, bahwasanya Nabi Saw pernah 
ditanya, Pekerjaan apakah yang baik? Beliau menjawab,  
Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual 
beli yang baik. [HR Bazzar dan dinilai shahih menurut Hakim] 
 
       Jual beli mabrur terdapat dua unsur yaitu jujur dan menjelaskan. Jujur 
mengenai keunggulan produk dan menjelaskan kekurangan dari produk 
tersebut sehingga tidak perlu ada yang ditutupi dari pihak penjual dengan 
pembeli. Penjual yang menjual produk yang haram diperdagangkan meski 
jujur dalam menginformasikan tentang barang jualnya dan menjelaskan 
kekurangan dari barang tersebut tidak dapat dikatakan jual beli mabrur. 
       Dalam Islampun sudah diberitahu bahwasanya dalam jual beli agar 
mementingkan keselamatan pribadi dan orang lain, dengan tidak memberikan 
kerugian satu sama lain. Adapun hadits tentang dilarangnya berbuat 
kerusakan  sebagaimana sabdanya : 
  َنأ ُهْنَع ُالله ًَ ِضَر يِرْدُخْلا ِناَنِس ِنْب ُدْعس ٍد ٌْ ِعَس ًَِبأ ْنَع  الله ى لَص ِالله َلْوُسَر  
 َراَرِض َلاَو َرَرَض َلا : َلاَق َم لسو هٌلع 
                                                             
 6
 Al hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, Penerjemah 
Achmad Sunarto, Cetakan ke-I, ( Jakarta:Pustaka Amani, 1995 ), h. 788 
5 
 
 ًِف ِكلاَم ُهاَوَرَو ،ًادَنْسُم اَمُهُر ٌْ َغَو ًِنُْطقُرا  دلاَو هَجاَم ُنْبا ُهاَوَر ٌنَسَح ٌث ٌْ ِدَح
 َم لَسَو ِه ٌْ َلَع ُالله ى لَص ًِّ ِب  نلا ِنَع ِه ٌْ َِبأ ْنَع ىٌَ ْح ٌَ  ِنْب ورْمَع ْنَع ًلاَسْرُم أ  طَوُمْلا
7  ِّوَقٌُ  ٌقُرُط َُهلَو ٍد ٌْ ِعَس اََبأ َطَقَْسأَف ًاضْعَب اَهُضْعَب ي  
Artinya : Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, 
sesungguhnya Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam 
bersabda : Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang 
mencelakakan diri sendiri dan orang lain 
(Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni 
serta selainnya dengan sanad yang bersambung, juga 
diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattho’ secara 
mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah 
Shallallahu’alaihi wasallam, dia tidak menyebutkan Abu Sa’id. 
Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan 
sebagiannya atas sebagian yang lain).
8
 
      Selain harus memenuhi rukun dan syarat jual beli produk yang 
diperjualkan dalam kemasan harus mempunyai standard yang ditentukan oleh 
pemerintah yaitu standarisasi dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan 
Makanan). Hal itu disebabkan karena produk dalam kemasan umumnya 
mempunyai konsentrasi zat tertentu. Sementara pengetahuan masyarakat 
masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara 
tepat, benar dan aman.  
       Melakukan jual belipun mempunyai etika. Dalam hal ini Allah 
berfirman dalam surat Asy-syuara : 183 
                                                             
 7 
Abdullah Haidir, Hadits Arba’in Nawawiyah terjemahan Indonesia, ( Maktab Dakwah 
dan Bimbingan Jaliyat Rabwah : IslamHouse, 2010 ), h. 94  
8 
Muhammad Vandestra, Ringkasan Syarah Hadist Arbain Nawawiyah Ultimate,                 
( tt, tt, 2017 ), h. 99
 
6 
 
 َهٌِدِسْفُم ِضَْرْلْا ًِف اَْوثَْعت َلََو ُْمىَءَبٍَْشأ َسبهننا اوُسَخَْبت َلََو9  
Artinya : Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 
kerusakan. 
      Dalam hal ini, masih banyak praktek jual beli handbody yang tidak 
memiliki legalitas dari tempat produksi dan hasil produksi yang dikelolanya, 
tidak ada juga izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), 
sehingga pembeli tidak mengetahui bagaimana kualitas produk dan sampai 
kapan produk tersebut bisa dipakai. Pada dasarnya semua jual beli itu 
diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan yang dilarang oleh Islam. 
      Tampil cantik menjadi keinginan bagi kebanyakan kaum perempuan. 
Oleh sebab itu cantik atau kecantikan merupakan sebuah kebutuhan primer 
(utama) yang sangat erat dan tidak lepas dari kajian perempuan sebagai kaum 
feminis. Tampil cantik bagi perempuan merupakan sebuah tuntutan untuk 
menunjang sikap percaya diri dalam beraktivitas, baik di dalam melaksanakan 
profesi ataupun pendidikan.
10
 
      Dalam memilih produk tertentu, ada seseorang yang selalu 
memperhatikan merek, label BPOM, dan label Halal, tetapi ada juga 
seseorang yang tidak memandang hal-hal tersebut. Biasanya handbody yang 
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sering ditemukan dimasyarakat ini adalah handbody palsu, yang diimport 
secara ilegal, ataupun handbody tanpa merek terdaftar. 
       Disalah satu media sosial yaitu instagram, ada salah satu penjual 
handybody yang sudah mempunyai label sendiri akan tetapi mengenai 
sertifikasi kehalalan produk handbody pemutih ini masih di ragukan, karena 
dalam kemasan belum memiliki label dari BPOM. Hal ini menandakan bahwa 
handbody tersebut belum melalui uji pada proses pendaftaran kosmetik yang 
sesuai dengan peraturan pemerintah. Penjual mengatakan bahwasanya ia 
mengakui bahwa produk handbody secara cepat itu tidak sehat dan 
membahayakan untuk kulit, akan tetapi menurutnya perempuan zaman 
sekarang lebih mengutamakan kecantikan dan penampilan terlebih dahulu, 
baru mengutamakan kesehatan. Dan produk yang diperjualkan memang 
belum memiliki legalitas BPOM, dengan alasan mengurusnya sulit dan 
membutuhkan waktu yang lama. Responden mengatakan bahwa sejauh ini 
belum menerima keluhan dari pembeli, hanya mendapatkan hasil dari 
menggunakan handbody tersebut.
11
Memang setiap orang boleh melakukan 
produksi akan tetapi hal itu harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 
telah dikeluarkan oleh BPOM. 
       Pada dasarnya handbody jika dipergunakan tidak berdampak 
berbahaya secara cepat, akan tetapi dampak itu akan timbul setelah sudah 
lama dalam pemakaian. Penggunaan handbody dalam jangka panjang tanpa 
mengetahui produk itu aman atau tidak dapat menyebabkan kanker kulit. Tapi 
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beberapa bulan berikutnya kulit wajah mulai menghitam dan tampak bercak, 
berjerawat dan kulit menipis, serta perih bila terkena sinar matahari.
12
 Banyak 
pembeli memilih melakukan secara instan tanpa berpikir panjang efek 
kedepannya. 
      Dalam jual beli secara online pihak-pihak tidak bertemu secara 
langsung satu sama lain, tetapi berhubungan dengan media internet. Pada 
dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara online tersebut masing-masing 
memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-
Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Perlindungan 
konsumen dalam transaksi online merupakan suatu hal yang sangat penting 
dalam hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dengan tujuan untuk 
menjamin adanya kepastian hukum  memberi perlindungan kepada pembeli 
selaku konsumen.
13
 
       Apabila ditinjau dari pandangan Islam mengenai persoalan pendaftaran 
produk, maka itu merupakan salah satu hal yang dilakukan demi mencapai 
kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Kemaslahatan adalah kebaikan 
yang mencakup semua pihak. Sedangkan kemafsadatan adalah kerusakan 
yang dapat terjadi.
14
 
     Berdasarkan dari latar belakang yang dikemukan diatas, penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan jual beli handbody dan 
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Yogyakarta : LESFI, 1994 ), h. 116 
9 
 
mengetahui bagaimana Hukum Islam tentang jual beli handybody tanpa label 
BPOM. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 
“Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM (Studi 
Kasus Transaksi Online Produk Kyantik Skincare)” 
 
D. Fokus Penelitian 
       Fokus penelitian merupakan area yang spesifik yang akan diteliti. 
Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus 
membatasi penelitian untuk memilih data yang relevan dan yang baik. Tanpa 
adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang 
diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada jual 
beli handbody tanpa label BPOM menurut Hukum Islam. 
 
E. Rumusan Masalah 
        Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 
pokok masalah dalam penelitian adalah bagaimana pandangan hukum Islam 
tentang jual beli handbody tanpa label BPOM produk Kyantik Skincare? 
 
F. Tujuan Penelitian 
        Berdasarkan perumusan masalah diatas maka peneliti menentukan 
tujuan untuk mengetahui Hukum Islam tentang jual beli handbody tanpa label 
BPOM produk Kyantik Skincare 
 
10 
 
G. Signifikasi Penelitian 
     Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut : 
1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah 
khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam 
bidang muamalah mengenai Hukum Islam yang berhubungan dengan 
jual beli produk kecantikan tanpa label BPOM. 
2. Memberi pemahaman dan pengetahuan penulis mengenai apakah praktik 
jual beli handbody menciptakan kemaslahatan bagi penjual dan pembeli. 
 
H. Metode Penelitian 
       Metode penelitian  ini termasuk penelitian lapangan (field research), 
yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi 
atau lapangan. Secara umum data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat 
digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.
15
 
1. Jenis Penelitian 
      Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. 
Sumber data secara langsung di lapangan yakni data yang bersumber dari 
pembeli dan penjual handbody. Meskipun penelitian ini berbasis penelitian 
lapangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber data kepustakaan 
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Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, ( Bandung :Alfabeta, 
2015), h. 2 
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dengan memanfaatkan buku-buku, dan hasil penelitian, digunakan untuk 
menelaah hal-hal yang berkenaan dengan jual beli. 
 
2. Sifat Penelitian 
      Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif analisis yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 
dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek untuk mengadakan 
penilaian dalam masalah yang diteliti dan dibahas apakah itu baik atau tidak, 
benar atau salah dan adakah manfaat dan madharatnya. 
 
3. Sumber Data 
a. Data Primer 
      Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama seperti 
hasil dari wawancara cara dilakukan oleh peneliti.
16
 Sumber primer dalam 
penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pembeli dan penjual 
handbody. 
 
b. Data Sekunder 
      Data sekunder adalah data primer  yang telah diolah lebih lanjut 
yang diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.
17
 Data yang diperoleh 
dari berbagai sumber antara lain melalui dokumentasi, atau laporan tertulis 
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17 
Ibid. 
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lainnya yang berhubungan dengan buku- buku tentang jual beli yang 
sesuai dengan syariat Islam, BPOM yang terkait dengan masalah 
penelitian. 
 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi  
      Populasi adalah semua bagian dari objek yang akan diteliti. Populasi 
bisa berupa orang, benda, objek, peristiwa, atau apapun yang menjadi objek 
dari survei.
18
 Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 
penjual dan pembeli handbody Kyantik Skincare. Penjual handbody Kyantik 
Skincare  1 orang dan pembeli berjumlah 5 orang. Jadi populasi dalam 
penelitian berjumlah 6 orang. 
 
b. Sampel 
      Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti. Untuk 
menentukan ukuran sampel, penulis memakai rumusan sampel yang di 
kemukakan oleh arikunto, yang apabila subjeknya kurang dari 100 orang 
maka akan diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian 
populasi dan jika subjeknya besar melebihi dari 100 orang dapat diambil 
antara10%-15% atau 20%-25%. Karena populasi dari penelitian ini kurang 
dari 100, maka populasi diambil semua. Maka sampel dalam penelitian ini 
adalah berjumlah 6 orang. Sedangkan teknik pengambilan sample dalam 
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penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel 
dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang diambil oleh peneliti ada 2 
pihak yaitu penjual dan pembeli Handbody Kyantik Skincare. 
 
5. Teknik Pengumpulan Data 
        Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, ada beberapa teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  
a. Wawancara 
      Wawancara adalah pengumpulan data melalui proses Tanya jawab 
lisan yang berlangsung satu arah dengan masalah yang diteliti.
19
 Adapun jenis 
wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, di mana 
pertanyaan sudah dipersiapkan, tetapi juga disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan 
dipertanyakan. 
b. Dokumentasi 
      Dokumentasi digunakan untuk mengabadikan data dan beberapa 
informasi yang akan didapatkan dari suatu penelitian. Sebagian besar data 
yang tersedia yaitu berbentuk surat catatan harian, laporan dan foto.
20
 
Dokumen yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto 
penjualan handbody dan foto-foto lainnya. 
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6. Metode Pengolahan Data 
      Setelah data dari lapangan atau penulisan terkumpul, maka peneliti 
menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:  
a. Pemeriksaan ( Editing )  
        Pemeriksaan data (Editing) adalah pengecekan atau pengoreksian 
data yang telah diperoleh yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, 
dokumentasi dengan tujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang 
terdapat pada pencatatan di lapangan dan dapat segera di persiapkan untuk 
keperluan proses berikutnya.
21
 
 
b. Sistematika Data (sistemstizing) 
      Sistemating Data atau Sistemtizing adalah melakukan pengecekan 
dengan menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur 
dan logis sehingga membentuk suatu sistem secara utuh, menyeluruh, dan 
mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut obyeknya.
22
 
 
7. Analisis Data 
       Analisa data yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau 
lisan yang dapat dimengerti. Dengan menggunakan metode berfikir  induktif. 
 
                                                             
21 
Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2005 ), 
h. 85 
22 
Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitaian Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 
2004), h. 126. 
15 
 
a. Berfikir Induktif 
      Berfikir Induktif yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, 
peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit 
tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.
23
 
Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang ada dari 
lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau khusus yang berkaitan terjadi 
dalam hal ini adalah fakta tentang pelaksanaan jual beli handbody tanpa label 
BPOM.  
 
b. Berfikir Deduktif 
      Berfikir Deduktif yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang 
umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian 
yang khusus.
24
 Metode ini digunakan untuk mengolah data dan fakta yang 
bersifat umum lalu menarik kesimpulannya. Misalnya dalam transaksi jual 
beli online para pihak tidak bertemu secara fisik, sehingga kesepakatan antara 
kedua belah pihak dilakukan secara elektronik. Akibat hukumnya dalam 
dunia nyata, seperti waktu dan tempat terjadinya transaksi, serta kapan suatu 
transaksi dinyatakan berlaku menjadi sulit ditemukan. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1. Prinsip Muamalah 
           Prinsip dari muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa 
saja yang dikehendakinya selama tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-
Qur’an dan As-Sunnah 
a. Prinsip umum muamalah 
      Dalam fiqh muamalah terdapat beberapa prinsip dasar yaitu : 
1) Prinsip pertama yang menyatakan: “Pada dasarnya segala bentuk 
muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya
1” Menurut 
Jamal al-din Athiyah dapat dipahami bahwa: 
b) Untuk menetapkan kebolehan muamalah tidak diperlukan dasar 
hukum syarinya (Al-Qur’an dan As-Sunnah) karena hukumnya 
boleh (mubah) 
c) Ketetapan tekstual (nash) dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah tentang 
muamalah tidak dimaksudkan sebagai pembatas dalam 
menciptakan bentuk muamalah baru yang tidak ada dalam Al-
Qur’an dan As-Sunnah 
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d) Dalam menciptakan muamalah baru, untuk menentukan hukum 
kebolehannya tidak perlu dianalogikan dengan bentuk muamalah 
yang dijelaskan dalam nash 
e) Untuk menentukan kebolehan tidak perlu dianalogikan (ilhaq) 
dengan pendapat Hukum Islam hasil ijtihad, termasuk tidak 
diperlukan penggabungan beberapa pendapat (taufik) 
f) Ketentuan yang harus diperhatikan dalam menentukan kebolehan 
muamalah baru adalah ”tidak melanggar nash yang mengharamkan 
baik nash Al-Qur’an maupun As-Sunnah” 
g) Oleh karena itu, yang dilakukan saat membuat muamalah baru 
adalah meneliti dan mencari nash-nash yang mengharamkannya, 
bukan nash yang membolehkannya
2
 
 
2) Prinsip kedua, menyatakan “bahwa muamalah dilakukan atas dasar 
pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat 
atau disebut dengan maslahah (kemaslahatan).” 
      Prinsip ini bahwa segala bentuk muamalah yang bisa merusak atau 
mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan seperti penjualan 
narkotika, prostitusi, perjudian, dan sebagainya dalam Islam bentuk 
kebaikan dan manfaat berdimensi duniawi dan ukhrawi, material spiritual, 
serta individual dan kolektif. Seusatu dipandang Islam bermaslahat jika 
memenuhi dua unsur yaitu kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat yang 
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membawa kebaikan (thayyib) bagi yang tidak menimbulkan mudharat dan 
merugikan. Maslahat ditunjukkan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang 
terdapat pada tujuan syariah yang terdiri dari: 
a) Agama 
b) Keturunan 
c) Jiwa 
d) Harta, Kekayaan 
e) Akal pikiran 
             Maslahat mendatangkan manfaat berupa membahagiakan, 
menguntungkan, serta memudahkan. Sedangkan menghindarkan mudharat 
menyusahkan, merugikan, serta memberatkan
3
 
 
3) Prinsip ketiga menyatakan bahwa “hukum dasar syarat-syarat 
muamalah adalah halal” 
      Prinsip ini memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk 
mengembangkan model dalam muamalah baik akad maupun produknya 
serta diberikan kebebasan membuat syarat-syarat tertentu dalam 
bertransaksi. Akan tetapi jangan sampai merugikan salah satu pihak yang 
melakukan transaksi
4
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4) Prinsip keempat menyatakan bahwa “muamalah dilaksanakan dengan 
memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur kedzaliman”.5 
      Keadilan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan 
sesuatu pada yang berhak, serta memperlakukan sesuai porsinya. Keadilan 
dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang 
adanya unsur riba, dzalim, gharar, objek transaksi yang haram.
6
 
 
b. Prinsip khusus muamalah 
           Prinsip dalam muamalah ini dapat dikategorikan dua hal, yaitu hal 
yang dilarang dalam melakukan kegiatan muamalah dan hal yang 
diperintahkan untuk dilakukan dalam bidang muamalah. 
1) Hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan 
      Prinsip muamalah yang diperintahkan antara lain: objek perniagaan 
harus halal dan thayyib, didasarkan pada kerelaan dan pengelolaan yang 
amanah. 
a) Objek perniagaan halal 
Prinsip muamalah harus halal dan bukan berbisnis barang yang 
diharamkan oleh islam. Dalam perdagangan tidak diperbolehkan 
memperjualbelikan atau melakukan tindakan haram. Islam telah 
menggariskan sejumlah barang atau komoditas yang halal dan tidak 
halal. Manusia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan, 
memanfaatkan semua yang halal bagi kepentingan bisnisnya 
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b) Adanya kerelaan 
Segala transaksi yang dilakukan harus dasar kerelaan pada masing-
masing pihak, jika dalam transaksi tidak terpenuhi atas dasar kerelaan 
maka sama saja memakan sesuatu dengan cara yang batil. Transaksi 
dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk 
kegiatan yang saling rela diantara para pelaku, jika di dalam ada 
tekanan serta paksaan maupun penipuan. Jadi asas ini mengharuskan 
tidak adanya paksaan dalam transaksi pihak manapun kondisi ridho ini 
diimplementasikan dalam perjanjian yang dilakukan dengan 
kesepakatan dalam bentuk sighat (ijab dan kabul) serta adanya khiyar. 
c) Pengurus dana yang amanah 
Dalam berbisnis kejujuran dan amanah dalam mengurus dana salah 
satu ciri yang harus ditunjukkan karena merupakan sifat Nabi dan 
Rasul dalam kehidupan sehari-hari
7
 
 
2) Hal- hal yang dilarang untuk dilakukan 
      Hal yang dilarang untuk dilakukan pada kegiatan muamalah 
berupa kegitan transaksi yang didasarkan pada riba, gharar, tadlis, 
dan maysir. 
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a) Riba 
Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal 
secara batil.
8
 Riba merupakan bentuk transaksi yang dilarang dalam 
kegiatan usaha.  
b) Gharar 
Gharar berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. Bisnis 
yang sifatnya gharar merupakan jual beli yang tidak memenuhi 
perjanjian dan tidak dapat dipercaya dalam keadaan bahaya, tidak 
diketahui harganya, barangnya, keselamatan kondisi barang waktu 
memperolehnya.
9
 Dalam muamalah ketidakjelasan objek transaksi 
akan menimbulkan perselisihan pada pihak yang bertransaksi karena 
benda yang menjadi objek akad tidak ada ditangan dan dimiliki, tidak 
diketahui keberadaan, tidak dapat diserahkan pada waktunya sehingga 
pembeli mengalami kerugian, penyesalan dan bahaya. Pelaku yang 
melakukan transaksi gharar, dianggap memakan harta secara batil.
10
 
c) Tadlis 
Tadlis merupakan penipuan atas adanya kecacatan dari barang yang 
diperjualbelikan. Tadlis juga diartikan sebagai transaksi yang 
sebagaimana informasi tidak diketahui oleh salah satu pihak karena 
adanya penyembunyian informasi buruk oleh pihak lainnya. Penjual 
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dikatakan melakukan penipuan apabila menyembunyikan cacat barang 
yang diperjual belikannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan 
pembeli dikatakan melakukan penipuan jika melakukan manipulasi 
alat pembayaran atau menyembunyikan alat pembayarannya kepada 
penjual. Sehingga hukum pada jual beli ini dilarang dalam Islam.
11
 
d) Maysir 
Maysir adalah tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama 
sekali. Dalam bermuamalah Islam mengajarkan kehati-hatian agar 
tidak terjadi kedzaliman yang dapat merugikan salah satu pihak yang 
melakukan suatu akad.
12
 
 
2. Jual Beli Menurut Hukum Islam  
a. Pengertian Jual beli 
        Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi 
kebutuhan hidup yaitu dengan usaha perdagangan, berniaga atau jual 
beli. Untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal 
balik diantara penjual dan pembeli. Jual beli menurut bahasa adalah al-
ba‟i. Kata lain dari al-ba‟i adalah asy-syira‟, al-muba‟dalah dan at-
tijarah.13 Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surat Fathir : 29  
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 َرَُٕبت ٍْ َن ًةَراَِجت ٌَ ُٕجَْزٚ14  
Artinya:  Mereka mengaharapkan tijarah (perdagangan) yang 
tidak akan rugi. 
     Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang 
dikemukakan oleh beberapa ulama. Para ulama memberi definisi tentang 
jual beli sebagai berikut :  
1) Madzab Hanafiyah, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta 
dengan cara tertentu yang memiliki manfaat serta kecenderungan 
manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu maksudnya sighat atau 
ungkapan ijab dan qabul.
15
 
2) Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar 
menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar 
sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan 
manfaatnya dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. 
16
 
3) Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau 
sejenisnya. Al- Syarbini dalam kitab Mugni al Mukhtaj 
mendefinisikannya : 
 ٍص ُٕصْخَي ٍّ ْج َٔ  َٗهَع ٍلا ًَ ِب ٍلاَي َُتَهب َاقُي
17  
                                                             
14 
Departemen Agama RI, Al Qur;an dan Tafsirnya, jilid VII, ( Yogyakarta : Dana Bhakti 
Wakaf, 1990 ), h. 167 
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Artinya : Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu
18
 
4) Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah, mengartikan jual beli pertukaran 
harta dengan harta atas dasar saling merelakan harta milik dengan 
ganti yang dapat dibenarkan. Yang dimaksud ganti agar dapat 
dibedakan dengan hibah ( pemberian ), sedangkan maksud yang dapat 
dibenarkan ( madzun fih ) agar dibedakan dengan jual beli yang 
terlarang. Menurutnya jual beli transaksi tukar menukar harta secara 
sukarela dan proses mengalihkan hak kepemilikan dengan orang lain 
dengan adanya kompensasi dan dilakukan pada koridor syariat.
19
 
5) Menurut Ulama Malikiyah jual beli didefinisikan dengan: 
اُكِْٛه ًْ َتَءٔ اُكْٛ ِه ًْ َت ِلا ًَ ْناِاب ِلا ًَ نْا َُّنَد َابُي
20  
Artinya : Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk 
pemindahan milik dan pemilikan.
21
 
   Ulama Malikiyah membagi makna jual beli dalam dua macam, yaitu 
jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual 
beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu 
yang baik bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad 
yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak 
menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak 
lain. Dan sesuatu yang bukan bermanfaat adalah bahwa benda yang 
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ditukarkan adalah zat (bentuk), yang berfungsi sebagai objek 
penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual 
beli dalam arti khusus merupakan ikatan tukar menukar sesuatu yang 
bukan kemanfaatannya dan bukan kelezatan yang mempunyai daya 
tarik, penukarannya bukan emas dan bukan juga perak, bedanya dapat 
direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan 
piutang baik barang itu ada dihadapan pembeli atau susah diketahui 
terlebih dahulu.
22
 
6) Imam Malik berpendapat 
 ِوَآِْفتْس ِْلِْاب َوَِشن َْذق َٔ  ََعق َٔ َْذق َعْٛ َبْنا ٌَّ ِا
23  
 
Artinya : Jual beli itu sudah sah dan dapat dilakukan dengan 
cara dipahami saja
24
 
      Berdasarkan uraian beberapa pendapat diatas bahwa jual beli adalah 
tukar menukar harta dengan harta, bisa mencakup uang ataupun barang 
yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan 
untuk memiliki barang tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah 
dibenarkan syara dan disepakati. 
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b. Dasar Hukum Jual Beli 
      Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum 
yang jelas, baik dari Al-Qur’an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma ulama 
dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, 
akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk 
saling tolong menolong sesama manusia. Adapun dasar hukum jual beli 
dalam Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma para ulama adalah sebagai berikut: 
1) Al-Qur’an 
a) Surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman : 
  َاب ِّزنا َو َّزَح َٔ  َعْٛ َبْنا ُّاللّ َّمََحأ َٔ
25  
Artinya : Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 
       Kandungan ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 
membolehkan riba dapat diartikan sebagai pembantahan hukum-hukum 
yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Yang Maha Mengatahui lagi 
Maha Bijaksana. Dan barang siapa yang melanggar hukum Allah SWT, 
maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.
26
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b) Surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman : 
 ًةَراَِجت ٌَ َُٕكت ٌْ َأ َّلِْإ ِمِطَابْنِاب ْىَُكُْٛ َب ْىَُكنا َٕ َْيأ إُهُْكَأت َلْ إَُُيآ ٍَ ِٚذَّنا َآَُّٚأ َاٚ
 ٍضاََزت ٍْ َعا ً ِٛحَر ْىُكِب ٌَ اَك َ َّاللّ ٌَّ ِإ ۚ ْىُكَُسفَْ َأ إُُهتَْقت َلْ َٔ  ۚ ْىُكُْ ِي
27
 
Artinya : Hai orang – orang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama suka diantara kamu, dan jangan kamu 
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu. 
 
Pada ayat tersebut Allah menerangkan adanya larangan mengambil 
harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar). Memakan secara 
batil (tidak benar) maksudnya adalah cara mendapatkan harta yang tidak 
diizinkan atau tidak dibenarkan Allah. Seperti; dengan cara menipu, 
menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk 
menaikkan harganya dan semua bentuk jual beli yang haram.
28
 
Dikecualikan dari larangan ini aktivitas perdagangan yang dilakukan 
dengan sukarela antara penjual dan pembeli.  
 Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT 
memperbolehkan kepada manusia untuk melakukan transaksi jual beli 
demi memenuhi hidupnya. Akan tetapi transaksi jual beli harus sesuai 
dengan ketentuan yang telah Allah SWT berikan. 
      Al-Qur’an merupakan pedoman hidup bagi umat Islam yang 
didalamnya juga menjelaskan bahwa menggunakan sesuatu dan 
melakukan usaha bisnis tidak hanya halal saja, namun juga harus thayyib. 
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Thayyib yaitu sesuatu yang baik dan memberikan manfaat tidak hanya 
bagi diri sendiri dan masyarakat luas.
29
 Pada Al-Qur’an terdapat kata 
“halalan thayyiban” sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 
88, Allah berfirman : 
 ًبَِّٛط ًَلْلاَح ُ َّللَّ ا ُىَُكقَسَر ا ًَّ ِي ا ْٕ ُهُك َٔ  ۚ  ٌَ ْٕ ُُِي ْؤُي ِّ ِب ُْىتَْ َا ْ٘ ِذَّنا َ َّاللّ ا ْٕ ُقَّت َٔ
30
 
 
Artinya : Dan makannlah makanan yang halal lagi bagi dari apa 
yang Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada 
Allah yang kamu beriman kepada-Nya. 
       Ayat diatas memerintahkan untuk mengkonsumsi atau 
menggunakan sesuatu yang halalan thayyiban dan diperintahkan untuk 
bertakwa kepada Allah. Dan melalui ayat tersebut, Allah juga 
memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi yang halal dan baik. Kata 
halalan maksudnya diperbolehkan oleh Allah dan thayyiban sesuatu 
yang berguna bagi tubuh (tidak merusak dan tidak bertentangan dari 
perintah Allah). Karena pada dasarnya tidak semua sesuatu yang halal 
akan menjadi thayyib bagi penggunanya. 
31
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29 
 
2) As-Sunnah 
      Dalam hadist Rasulullah Saw juga disebutkan tentang 
diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadist yang diriwayatkan al-
Tirmidzi, Rasulullah saw bersabda : 
ا ِءاََذٓ ُّشنا َٔ  , ٍَ ْٛ ِقْٚ ِذ َّصنا َٔ  , ٍَ ْٛ ِِّٛبَُّنا َعَي ٍُ ْٛ َِيلأا ِق ْٔ ُذ َّصنا ُزِجاَّتن32  
Artinya :  Pedagang yang dapat dipercaya dan jujur akan 
bersama-sama dengan para nabi, shiddiqin, syuhada
33
. 
 
       Rasulullah Saw. Bersabda : 
 ٍضاََزت ٍْ َع ُعْٛ َبْنا ا ًَ ََِّإ
34  
Artinya : Sesungguhnya Jual Beli itu harus saling suka sama 
suka
35
. 
      Berdasarkan hadist-hadist di atas dapat dilihat bahwa jual beli 
merupakan pekerjaan yang paling baik, dengan ketentuan bahwa dalam 
transaksi jual beli harus diikuti dengan sifat jujur, amanah, dan juga saling 
ridha. 
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3) Ijma 
      Ulama sepakat bahwa hukum jual beli mubah (dibolehkan) dengan 
alasan bahwa manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya tanpa 
bantuan orang lain. Salah satu kaidah fiqh yang dikemukakan oleh 
Madzhab Syafi‟I yang berbunyi: 
 َاَلأ ُمْٛ ِن َّذنا َّل َُذٚ َٗتح ُتَح َابِلإا ِءَاَْٛشَلأا ِٗف ُمْص ِْىٚ ِزْحَّتنا َٗهَع36  
Artinya :  Hukum  pokok dari segala sesuatu adalah boleh, 
sehingga ada dalil yang mengharamkannya 
        Para ulama fiqh dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa 
jual beli itu diperbolehkan, jika didalamnya telah terpenuhi rukun dan 
syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan 
hidupnya tanpa bantuan orang lain karena dengan adanya transaksi 
seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari 
orang lain. 
       Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan diatas 
bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, yang artinya jual beli itu 
diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam 
jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak 
masa Rasululah Saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah 
sepakat akan disyariatkannya jual beli.
37
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c. Rukun dan Syarat Jual Beli 
     Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga 
jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syara’. Berikut akan 
dipaparkan rukun dan syarat jual beli dalam Islam
38
: 
1. Akad (ijab dan qabul): Akad adalah munculnya sesuatu yang menunjukkan 
keridhaan dari kedua belah pihak dengan menumbuhkan (membuat) 
ketetapan diantara keduanya. Dan inilah yang dikenal dikalangan para para 
ulama sebagai sighat akad. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa 
ijab dan qabul adalah pernyataan yang disampaikan oleh penjual ataupun 
pembeli yang menunjukkan kerelaaan untuk melakukan transaksi jual beli 
diantara keduanya. 
2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli): Rukun jual beli yang 
kedua adalah akid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan 
pembeli. 
3. Objek akad (mabi’ dan tsaman): Ma’qud alaih atau objek akad jual beli 
adalah barang yang dijual (mabi) dan harga atau uang (tsaman). 
      Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat para 
ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah jual beli 
hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan 
menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli 
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itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual 
beli.
39
 Sedangkan  rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu
40
: 
1. Ada orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual (ba’i) dan 
pembeli (Mustari)) 
2.  Ada shighat (ijab dan qabul) 
3. Ada barang yang dibeli (ma’qud ‘alaih) 
4. Ada nilai tukar pengganti barang 
       Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang 
dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, 
bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun 
jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama diatas sebagai berikut
41
 :  
a. Syarat-syarat orang yang berakad 
         Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual 
beli itu harus memenuhi syarat : 
1. Berakal 
2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, 
seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan 
sebagai penjual sekaligus pembeli 
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b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul 
             Para ulama fiqh sepakat bahwa syarat Ijab dan Qabul adalah sebagai 
berikut : 
1. Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut 
jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah 
2. Kabul sesuai dengan ijab 
3. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah 
pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang 
sama 
       Di zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi 
diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar 
oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di 
swalayan. 
 
c. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang di perjualbelikan 
1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual 
menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu 
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, 
bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena 
dalam pandangan syara benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi 
muslim 
3. Milik seseorang (penjual). Barang yang sifatnya belum dimiliki 
seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan 
34 
 
ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum 
dimiliki penjual 
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang 
disepakati bersama ketika transaksi berlangsung 
 
d. Syarat uang atau nilai tukar barang yang dijual 
1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya 
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti 
pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu 
dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas 
3. Apabila jual beli ini dilakukan dengan saling mempertukarkan barang 
maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang 
diharamkan oleh syara, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis 
benda ini tidak bernilai menurut syara 
4. Barang itu diketahui oleh pembeli dan penjual 
       Dalam suatu transaksi jual beli, semua rukun tersebut hendaklah 
dipenuhi, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli 
yang dilakukan tidak akan sah menurut syara’. 
                   Adapun syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi agar transaksi 
jual beli yang dilakukan sah, yaitu sebagai berikut:
42
 
1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah 
pihak untuk melakukan transaksi adalah syarat mutlak keabsahannya 
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suatu transaksi jual beli. Jika seseorang dipaksa menjual barang 
miliknya dengan cara yang tidak dibenarkan hukum, maka penjualan 
yang dilakukan bataldan tidak terjadi peralihan kepemilikan. 
Demikian pula halnya jika seseorang dipaksa membeli. 
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu 
orang-orang yang berakal, maka akad yang dilakukan oleh orang gila 
atau idiot, tidak sah kecuali dengan seijin walinya. 
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh 
kedua belah pihak maksudnya penjual memiliki harta berupa barang 
yang ingin dijual dan pembeli memiliki harta berupa uang. Objek 
transaksi adalah barang yang dibolehkan agama, maka tidak 
diperbolehkan menjual barang haram misalnya minuman keras dan 
video porno. 
4. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserah terimakan. 
5. Objek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Objek 
transaksi dapat diketahui dengan dua cara, yaitu: 
a. Barang dilihat langsung pada saat akad atau beberapa saat 
sebelumnya yang di perkirakan barang tersebut tidak berubah 
dalam jangka waktu itu. 
b. Spesifikasi barang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya seakan-akan 
orang yang mendengar melihat barang tersebut. 
6. Harga harus jelas pada saat transaksi dilakukan. 
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Selain syarat di atas, ada syarat tambahan yang menentukan 
keabsahan tentang  barang yang diperjualbelikan, yaitu: 
1. Suci. Dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli jika 
barang yang diperjual bersifat najis, seperti bangkai, babi, anjing, 
dan sebagainya. Karena benda-benda tersebut menurut Islam  tidak 
diperbolehkan. 
2. Barang yang diperjualbelikan milik sendiri. Barang yang bukan 
milik sendiri tidak sah diperjualbelikan, kecuali dikuasakan.
43
 
Barang yang diperjualbelikan adalah barang milik orang yang 
melakukan akad dan jika sipenjual memberikan kuasa kepada orang 
lain untuk menjual barang miliknya, maka hal itu diperbolehkan. 
3. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Yang dimaksud 
dengan barang ada manfaatnya adalah pemanfaatan suatu barang 
tersebut sesuai dengan ketentuan hukum syara atau pemanfaatan 
barang yang tidak bertentangan dengan hukum syara.
44
 Dengan 
demikian memanfaatkan barang- barang yang tidak dihalalkan oleh 
syara maka tidak diperbolehkan, dan apabila diperjualbelikan maka 
hasil dari pemanfaatan barang tersebut adalah haram.  
4. Barang yang diketahui barangnya. Maksudnya adalah barang yang 
diketahui setelah penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, 
takaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi 
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keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka 
perjanjian tesebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung 
unsur penipuan (gharar). Oleh karenanya, penjual harus 
menerangkan barang yang hendak diperjualbelikan. 
 
d. Macam- Macam  Jual Beli 
                Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa tinjauan, 
yaitu : 
1. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat 
dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin bahwa jual beli dibagi 
menjadi tiga bentuk, yaitu
45
 :  
a. Jual beli benda yang kelihatan 
b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji 
c. Jual beli benda yang tidak ada atau jual beli salam (pesanan). 
         Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu akad jual beli barang 
yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
46
 
  Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji adalah jual beli 
salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah bentuk 
jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti 
meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.
47
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  Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual 
beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu dan 
masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian 
atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.
48
 
 
2. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli49 : 
a. Lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang 
bisu dapat diganti dengan isyarat 
b. Perantara, jual beli dilakukan penjual dan pembeli tidak dalam satu 
majlis akad, dan pada jual beli ini diperbolehkan menurut syara 
c. Perbuatan, mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. 
Misalnya seseorang mengambil minyak goreng yang sudah ada label 
harganya. Menurut sebagian ulama Syafiiyah ini dilarang karena ijab 
kabul adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian lainnya 
seperti Imam Nawawi diperbolehkan. 
3. Ditinjau dari segi hukumnya 
             Dari sudut pandang, jumhur ulama membagi dua, yaitu
50
 : 
a. Shahih, jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya 
b. Ghairu Shahih, jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan 
rukunnya 
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        Sedangkan ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga, 
yaitu
51
 
a) Shahih, jual beli memenuhi syarat dan rukunnya 
b) Bathil, jual beli tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dan hal 
ini tidak diperkenankan oleh syara. Misalnya : 
1. Jual beli atas barang yang tidak ada, seperti jual beli janin dalam 
perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak 
2. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, 
bangkai dan khamar 
3. Jual beli yang mengakibatkan penganiayaan seperi menjual anak 
binatang yang masih bergantung pada induknya 
c) Fasid, jual beli secara prinsip tidak bertentangan dengan syara 
namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi 
keabsahannya. Misalnya: 
1. Jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan 
ketika berlangsungnya akad 
2. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar, 
menguasai barang sebelum sampai ketujuan agar dapat 
membelinya dengan harga murah 
3. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian 
dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut 
4. Jual beli barang rampasan atau curian 
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5. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain 
                  Dari macam-macam jual beli di atas bahwa yang biasa 
dilakukan pada masyarakat adalah jual beli barang yang dapat 
disaksikan oleh kedua belah pihak secara langsung dan jelas. 
 
e.  Jual Beli Yang Dilarang Islam 
          Jual beli pada dasarnya hukumnya adalah mubah menurut Islam. 
Namun Islam tetap memberikan rukun dan syarat agar kegiatan jual beli 
yang dilakukan oleh manusia menjadi sah menurut hukum Islam. 
Kegiatan jual beli yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut : 
1) Jual beli gharar. Jual beli yang mengandung unsur penipuan dan 
penghianatan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi : 
)ذًحا ِأر( ٌر ْٔ ُزُغ ُ َََِّّافِء ا ًَ ْن ِٗ ف َك ًَ َّشناا ْٔ َُزتَْشَتلْ
52  
Artinya : Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual 
beli seperti ini termasuk gharar ( menipu )
53
 
2) Jual beli Mulaqih. Jual beli hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum 
bersetubuh dengan betina.  Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh 
Al-Bazzar : 
 َِمبَح َٔ  ِحْٛ َِقلا ًَ ْنا َٔ  ٍِ ْٛ ِي اَض ًَ ْنا ٍِ َع ََٗٓ  ُ َََّّأ َِتَهبَحْنا
54  
Artinya : Bahwa beliau melarang jual beli madhamin, malaqih 
dan habalil habalah  
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3) Jual beli Mukhabarah. muamalah dengan penggunaan tanah dengan 
imbalan bagian dari yang dihasilkan pada tanah tersebut
55
 
4) Jual beli Mulammasah. Jual beli secara sentuh menyentuh. Jual beli ini 
juga dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan dapat 
menyebabkan kerugian pada salah satu pihak Hal ini sesuai dengan hadist 
Rasulullah Saw : 
5)  ًَ ُحنْا ٍِ َع و ص ِّاللّ ُل ْٕ ُسَر ََٗٓ  َلَاق ُ َََّّا ٍِكهَي ٍِ ْب َِس َا ٍْ َع ِةَزَضاَخ ًُ نْا َٔ  َِتَهق ا
 َِتَُباَش ًُ نْا َٔ  ِةََذب َاُ ًُ نْا َٔ  ِتَسََيلاًُ نْا َٔ
56
 
 
Artinya :  Dari Anas bin Malik r.a, katanya :    Rasulullah saw 
melarang melakukan  jual beli Muhalaqah, Mukhadharah, 
Mulammasah, Munabazah dan Muzabanah 
6) Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab dan qabulnya dikaitkan dengan 
syarat-syarat tertentu yang yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau 
ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama 
7) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan 
8) Jual beli najasy, jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau 
melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar 
orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang 
tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak 
sendiri).
57
 Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw : 
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َاَُث َّذَح  ُاللّ َٙ ِض َرَز ًَ ُع ٍِ ْب ٍَع ِعِف َاَ ٍْ َع ٌِكهَي َاَُث َّذَح ت ًَ َهْسُي ٍُ ْب ِاللُّذْبَع
 ٘ر اخبنا  ِأر ( ِشَجَُّنا ٍِ َع َىَّهَس َٔ  ِّ ْٛ َهَع ُاللّ َٗهَص ُّٙ ِبهَُّن ا ََٗٓ  َلَاق ا ًَ ُُْٓ َع
) ىهسي ٔ58  
 
Artinya : Diceritakan Abdullah bin Muslamah, diceritakan Malik 
dari Nafi’i Bin Umar ra. berkata bahwa Rasulullah Saw, 
telah melarang jual beli najasy. (H.R. Bukhari Muslim) 
9) Jual beli Munabadzah. Jual beli secara lempar melempar kepada pihak lain 
tanpa mengetahui kualitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
59
 
Jual beli ini dilarang agama, karena mengandung tipuan dan merugikan 
salah satu pihak dan tidak adanya ijab qabul 
 ٍْ َع َىَّهَس َٔ  ِّ ْٛ َهَع ُ َّاللّ َّٗهَص ِ َّاللّ ُلُٕسَر ََٗٓ  َلَاق َةَزْٚ َُزْ َِٙبأ ٍْ َع ِةاَصَحْنا ِعْٛ َب
 ِرَزَغْنا ِعْٛ َب ٍْ َع َٔ
60  
 
Artinya : Abu Hurairah Radliyallaahu anhu berkata: Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli 
dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang 
belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya). (HR. 
Muslim).
61
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10) Menjual di atas penjualan orang lain, dengan cara menurunkan harga 
sehingga orang tersebut mau membeli barangnya.
62
 Hal ini dilarang, sesuai 
sabda Rasulullah, 
 ِأر( ِّ ْٛ َِخا ِعْٛ َب َٗهَع ُمُج َّزنا ُعْٛ َِبٚ َلْ َٔ  و.ص ِاللّ ُل ْٕ ُسَر ََلاق ٖراخبنا
) ىهسئ63  
Artinya : Rasulullah SAW bersabda : seseorang tidak boleh 
menjual atas penjualan orang lain 
11) Jual beli Munjiz. Jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu 
atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini tidak sah 
karena bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.
64
 
 
f. Jual Beli Online ( E-Commerce ) 
            E-commerce atau transaksi elektronik merupakan transaksi yang 
dilakukan menggunakan sistem informasi. e-commerce adalah kegiatan-
kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service 
profiders, dan pedagang pidata dengan menggunakan jaringan-jaringan 
computer yaitu internet. e-commerce sudah meliputi spectrum kegiatan 
komersial. Saat ini transaksi dalam e-commerce hampir seluruhnya 
dikerjakan menggunakan teknologi berbasis web. Istilah e-commerce 
mengacu pada sebuah transaksi yang dilakukan melalui sebuah media 
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elektronika seperti internet, yang meliputi web, internet, dan extranet. e-
commerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. 
Berbicara mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi , seperti jual 
beli via internet.
65
 
       Pada zaman yang telah canggih pada saat ini, berbagai model 
transaksi jual beli sudah berkembang sangat pesat. Cara transaksi juga 
menggunakan berbagai sarana yang ada dalam dunia maya. Transaksi di 
dunia maya umumnya menggunakan media sosial, seperti instagram, 
facebook, dan media sosial lainnya. 
           Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli yang 
dilakukan via teknologi modern sebagaimana disebutkan keabsahannya 
tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku 
dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi 
semacam ini sah. Sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, dan 
sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah.
66
 
       Bagi seorang konsumen bertransaksi dengan menggunakan sistem 
e-commerce mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan diantaranya 
adalah sebagai berikut
67
: 
1) Kelebihan E-commerce 
a) Akses penuh 24 jam/ 7 hari 
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Konsumen dapat berbelanja atau mengolah berbagai transaksi lain 
dalam 24 jam sepanjang hari, sepanjang tahun di sebagian besar 
lokasi. 
b) Lebih banyak pilihan 
Konsumen tidak hanya memiliki sekumpulan produk yang bisa 
dipilih, namun juga daftar supplier international sehingga konsumen 
memiliki pilihan produk yang lebih banyak. 
c) Perbandingan harga  
  Konsumen dapat berbelanja di seluruh dunia dan membandingkan 
harganya dengan mengunjungi berbagai situs yang berbeda atau 
dengan mengunjungi sebuah website tunggal yang menampilkan 
berbagai harga dari sejumlah profider. 
d) Proses pengantaran produk yang inovatif 
 Dengan e-commerce proses pengantaran produk menjadi lebih 
mudah, misalnya dalam kasus produk elektronik misalnya software 
atau berkas audio visual dimana konsumen dapat memperoleh 
produk tersebut cukup dengan mengunduhnya melalui internet. 
2) Kekurangan E-commerce68 
a) Perlunya keahlian komputer 
Tanpa menguasai keahlian komputer, mustahil konsumen dapat 
berpartisipasi dalam e-commerce. Pengetahuan dasar komputer 
diperlukan, antara lain pengetahuan mengenai internet dan web. 
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b) Biaya tambahan untuk mengakses internet 
Untuk ikut serta dalam e-commerce dibutuhkan koneksi internet 
yang tentu saja menambah pos pengeluaran bagi konsumen. 
c) Berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan 
orang lain 
Transaksi e-commerce yang berlangsung secara online mengurangi 
waktu konsumen untuk dapat melakukan sosial dengan orang lain. 
Hal ini tidak baik karena dikhawatirkan akan dapat mengurangi 
rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. 
d) Berkurangnya rasa kepercayaan konsumen 
Hal ini disebabkan karena antara penjual dan konsumen 
berkomunikasi hanya melalui komputer. 
 
3. Handbody 
a. Pengertian Handbody 
        Handbody adalah lotion yang dibuat sendiri yang bertujuan untuk 
memutihkan kulit yang tidak memiliki standar keamanan yang teruji oleh 
BPOM. Biasanya para pembuat handbody ini meracik sendiri dengan 
mencampurkan bahan-bahan kimia yang berbahaya tanpa dosis yang 
aman.
69
 
      Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI dan penggolongan 
menurut kegunaannya bagi kulit, handbody termasuk sebagai kosmetik 
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perawatan kulit (skin-care cosmetics). Dapat diartikan bahwa handbody 
sebagai kosmetik yang dianggap dapat menyebabkan perubahan warna 
kulit dan dibuat baik secara tradisional ataupun dengan bahan kimia.
70
 
        Beberapa bahan baik itu bahan alami atau tradisional dapat 
memberikan efek berbeda pada tiap kulit manusia, ada beberapa orang 
yang memang alergi terhadap suatu bahan, namun juga ada zat yang 
memang dapat menimbulkan alergi. Jangankan handbody pemutih 
berbahaya, bahkan handbody pemutih yang dibuat dengan standar industri 
yang memenuhi undang-undang bisa menyebabkan efek samping bagi 
beberapa orang. 
 
b. Manfaat Handbody 
       Handbody merupakan kebutuhan setiap orang terutama pada 
wanita yang digunakan setiap hari untuk menghindar dari sinar matahari. Ada 
beberapa manfaat handbody untuk kulit, antara lain
71
 : 
1) Regenarasi Kulit 
Handbody memiliki manfaat yang baik bagi kulit terutama untuk 
menyempurnakan regenerasi kulit dan juga melepaskan sel-sel kulit 
mati. 
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2) Penyerapan Nutrisi Lebih Baik 
Selain itu kulit dapat menyerap vitamin, antioksidan serta berbagai 
nutrisi lainnya. Nutrisi dari handbody juga membantu memperbarui sel-
sel kulit. 
3) Menjaga Kelembapan  
Penggunaan handbody dapat mencegah kulit kering dan kehilangan 
kelembaban alami. Rutin menggunakan handbody bisa membantu 
untuk mendapatkan kulit lebih sehat dan cantik. 
4) Mencerahkan Kulit 
Handbody yang mengandung vitamin B3 untuk memperlambat proses 
pigmentasi, sehingga kulit menjadi cerah. 
5) Meratakan Rona Kulit 
Menggunakan handbody di seluruh tubuh akan membuat warna kulit 
tetap merata, yang mengandung CLA (Conjugated Linoleic Acid) untuk 
meminimalisir kulit belang. 
6) Mengencangkan Kulit 
Menggunakan handbody yang ada kandungan glycerin dan retinol dapat 
membuat kulit  kencang dan bebas kerut. 
7) Mencegah Timbulnya Flek 
Kandungan AHA (Alpha Hidroxy Acid) pada handbody membantu 
mengganti sel- sel kulit mati dengan yang baru, menjauhkan dari flek 
untuk muncul. 
8) Perlindungan dari Sinar UVA dan UVB 
49 
 
c. Ciri – Ciri Handbody Yang Tidak Aman 
       Dalam memilih produk pemutih badan, sudah banyak ditemukan 
produk berbahaya di pasaran yang menjanjikan kulit putih secara cepat dan 
aman tanpa memperhatikan kandungan yang ada didalamnya, apakah aman 
atau berbahaya. Kandungan berbahaya seperti mercury dan hydroquinone 
sangat berbahaya karena termasuk logam berat. Apabila dioleskan dan 
diserap kulit, ia akan masuk ke dalam peredaran darah. Efek samping yang 
dialami adalah perubahan warna kulit menjadi merah, bintik hitam, iritasi, 
bahkan penggunaan handbody pemutih jika dilakukan secara berulang-ulang 
dapat menyebabkan rusaknya ginjal dan menyebabkan kanker. 
Adapun ciri-ciri handbody yang tidak aman bagi kulit pengguna, yaitu
72
 : 
1) Tidak memiliki label dari BPOM 
Handbody yang tidak aman biasanya memiliki ciri yaitu telah 
mendapatkan izin edar dari BPOM. Terdapat nomor registrasi BPOM 
yang dapat dilihat pada kemasan, dan biasanya juga ada di website 
resmi BPOM dan mencocokannya dengan nomor yang ada pada 
kemasan. 
2) Efek Sangat Cepat dan Langsung Dirasakan 
Kulit dapat berubah putih dalam waktu singkat, tergantung kadar 
kandungan merkuri dan hidrokuinon, semakin banyak kandungan 
didalamnya makin lebih cepat memberikan warna putih. 
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3) Warna Kulit Cenderung Pucat 
Handbody yang berbahaya biasanya menghasilkan kulit berwarna 
putih pucat dan tampak tidak sehat. Sementara produk yang baik dan 
aman hasilnya lebih bercahaya, cerah dan tampak putih sehat yang 
alami. 
4) Efek Ketergantungan 
Ciri-ciri handbody pemutih ini yang mudah diidentifikasi. Saat 
berhenti  pemakaian beberapa hari, jika kulit badan kembali gelap dan 
muncul flek hitam.  
5) Kulit Merah Jika Terkena Sinar Matahari 
Jika kulit langsung merah ketika paparan sinar matahari berarti 
handbody yang digunakan tergolong berbahaya. Handbody yang 
berbahaya bisa memberikan efek panas, terbakar, gatal dan memerah 
secara langsung. 
6)  Berbau Tajam dan Menyengat 
Handbody yang mengandung banyak zat kimia berbahaya berbau 
logam. Untuk menyiasatinya produsen biasanya menggunakan  
wewangian bunga yang cenderung tajam dan menyengat.  
7) Warna Mencolok dan Lengket Digunakan 
Handbody berbahaya yang asal diolah atau palsu biasanya memiliki 
ciri ini. Kemasannya dibuat sangat menarik dengan warna mengkilap 
sementara handbodynya terlihat mencolok karena biasanya dicampur 
pewarna berbahaya. Selain itu jika produk handbody terasa lengket 
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maka mengandung bahan berbahaya dengan bahan-bahan yang tidak 
berkualitas.  
       Pada dasarnya memutihkan badan membutuhkan proses dan tidak 
instan jika cara yang ditempuh aman dan sehat. Karena masih banyak 
wanita yang mengejar memiliki kulit putih secara instant, akan tetapi 
kurangnya pengetahuan akan informasi produk seringkali menjerumuskan 
mereka dan justru membahayakan nyawa. Oleh karena itu dari sinilah 
Islam melarang jual beli yang dapat membahayakan pembelinya. 
 
4. Penetapan Label Pada Produk Kosmetik 
a. Pengertian Produk Halal 
          Produk halal merupakan suatu produk yang telah memenuhi 
syarat kehalalan atau keamanan yang memenuhi syariat Islam. Produk 
yang aman tidak mengandung babi serta tidak menggunakan bahan 
tambahan yang berbahaya dalam produk kosmetik. 
Produk yang aman harus adanya sertifikasi halal atau aman dari 
Badan POM untuk menyatakan keamanan suatu produk yang sesuai 
syariat Islam. Tujuan dari pencantuman label pada produk makanan dan 
minuman untuk melindungi konsumen dan hak-hak konsumen terhadap 
produk yang tidak aman serta memberikan kepastian terhadap konsumen 
bahwa produk kosmetik yang benar-benar aman sehingga konsumen tidak 
ragu untuk membeli produk kosmetik yang diperdagangkan. 
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Produk kosmetik yang aman yang memenuhi syarat sesuai syariat 
Islam yaitu: 
1. Tidak mengandung babi (termasuk bahan yang berasal dari babi), 
tidak mengandung bahan yang diharamkan (darah), jika berupa daging 
berasal dari hewan halal yang disembelih secara tata syariat Islam 
2. Tidak mengandung khamar 
3. Alat yang digunakan tidak menggunakan peralatan yang pernah 
digunakan untuk benda yang haram. 
      Sertifikasi aman pada produk kosmetik dibuat secara tertulis 
yang dikeluarkan oleh Badan POM sebagai pihak berwenang. Maka 
sebagai hasilnya adalah sertifikat aman yang dapat dijadikan bukti bagi 
perusahaan untuk mendapatkan izin pencantuman label aman pada 
kemasan produknya dari instansi pemerintah yang berwenang. 
Pemegang sertifikat halal wajib bertanggung jawab untuk 
memelihara keamanan produknya dan sertifikat tersebut tidak bisa 
dipindah tangankan. Sertifikat yang telah habis masa berlakunya tidak 
boleh dipergunakan untuk maksud tertentu dan wajib dikembalikan ke 
Badan POM yang menerbitkan sertifikasi tersebut. 
Bagi konsumen sertifikasi aman memiliki manfaat pertama, 
terlindunginya konsumen dari mengonsumsi pangan, obat-obatan, dan 
kosmetik yang tidak halal kedua, secara kejiwaan perasaan hati dan batin 
konsumen akan tenang ketiga, mempertahankan jiwa dan raga dari 
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keterpurukan akibat produk haram keempat, akan memberikan kepastian 
dan perlindungan hukum. 
Sertifikasi harus menjangkau bahan baku, bahan tambahan maupun 
bahan penolong dalam bentuk bukan kemasan yang tidak diecerkan untuk 
bahan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan produk 
lainnya yang beredar masyarakat. Sertifikasi produk aman diberlakukan 
tidak hanya dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Karena tidak semua 
standar luar negeri dapat diterapkan di Indonesia karena di Indonesia 
batasan aman adalah yang paling ketat dan tidak dapat disimpangi 
 
b. Badan Pengawas Obat dan Makanan/ Badan POM 
  Produk makanan, minuman maupun kosmetik dalam kemasan 
harus mempunyai standarisasi yang ditentukan pemerintah yaitu Badan 
POM. Hal ini dikarenakan makanan, minuman maupun kosmetik dalam 
kemasan umumnya mempunyai konsentrasi zat tertentu.
73
 
         Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebuah lembaga 
yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dengan tujuan melindungi 
keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen baik di dalam maupun 
diluar negeri. 
 Latar belakang terbentuknya Badan POM adalah dengan melihat 
kemajuan teknologi membawa perubahan yang cepat dan signifikan pada 
industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika, dan alat 
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kesehatan. Dengan kemajuan teknologi produk dari luar negeri dapat 
tersebar cepat secara luas dan menjangkau seluruh masyarakat. Semakin 
banyak produk yang ditawarkan akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat 
dalam mengkonsumsi produk, sementara pengetahuan belum memadai 
untuk memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar, dan aman. 
Dipihak lain iklan dan promosi mendorong konsumen untuk mengkonsumsi 
secara berlebihan. 
 Indonesia harus memiliki Pengawasan Obat dan Makanan yang 
efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi 
produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan 
kesehatan konsumennya baik di dalam maupun diluar negeri.
74
 Fungsi dan 
wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan: 
1. Pengkajian dan Penyusunan kebijakan Nasional dibidang pengawasan 
Obat dan Makanan 
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang Pengawasan Obat dan 
Makanan. 
3. Keordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM 
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan 
instansi pemerintah dibidang Pengawas Obat dan Makanan. 
5. Penyelengaraan pembina dan pelayanan administrasi umum dibidang 
perencanaan umum, tata usaha, organisasi dan tata laksana, 
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kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan 
rumah tangga. 
Diatur pula pada keputusan Presiden nomor 103 Tahun 2001 Pasal 
69 tentang wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu antara 
lain
75
: 
1. Penyusunan rencana Nasional secara makro dibidangnya. 
2. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan 
secara makro. 
3. Penetapan sistem informasi dibidangnya. 
4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif ) 
tertentu untuk makan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran 
obat dan makanan. 
5. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengwasan 
industri farmasi 
6. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan 
pengawasan tanaman obat. 
 
       Terkait mengenai Handbody berbahaya, ada beberapa zat 
berbahaya yang biasa ditemukan oleh Badan POM diantaranya : 
1. Merkuri, banyak disalahgunakan pada produk pemutih atau pencerah 
kulit. Merkuri bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) dan 
teratogenik ( mengakibatkan cacat pada janin ). 
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2. Hidrokinon, banyak disalahgunakan pada produk pemutih atau 
pencerah kulit. Selain dapat menyebabkan iritasi kulit, Hidrokinon 
dapat menimbulkan ochronosis (kulit berwarna kehitaman) yang 
mulai terlihat setelah 6 bulan penggunaan dan kemungkinan bersifat 
irreversible (tidak dapat dipulihkan ).
76
 
3. Retinoat, banyak disalahgunakan pada produk pengelupas kulit 
kimiawi (peeling) dan bersifat teratogenik.
77
 
4. Resorsinol 
5. Timbal 
6. Bahan baku yang melebihi ambang batas 
       Menurut Yusra Egayanti sebagai Kasubdit Standarisasi Pangan 
Khusus BPOM mengatakan bahwa nomor ijin edar harus ada pada 
sebuah kemasan produk, apalagi jika produk tersebut mengandung zat-
zat tertentu. Karena pada dasarnya pada saat ini banyak produk-produk 
palsu yang beredaran, maka dari itu konsumen dituntut lebih cerdas jika 
ingin membeli suatu produk. Jangan sembarangan untuk membeli produk 
yang belum tentu jelas dan aman yang ada pada kandungan produk 
tersebut.
78
 
      Menurut penulis suatu produk pemutih dapat dianggap aman 
apabila ada merek yang jelas, dengan kemasan yang bersih disegel, ada 
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nomor daftar produk dari BPOM, disertai tanggal kadaluarsa, serta 
komposisi dari produk tersebut. 
 
c. Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya 
      Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) nomor 26 Tahun 
2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya 
menimbang bahwasanya
79
: 
1. Bahwa kosmetika telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada 
umumnya. 
2. Bahwa kosmetika yang akan digunakan oleh setiap muslim harus 
berbahan halal dan suci 
3. Bahwa perkembangan teknologi telah mampu menghasilkan berbagai 
produk kosmetika yang menggunakan berbagai jenis bahan, serta 
memiliki fungsi yang beragam, yang sering kali bahannya tidak jelas 
apakah suci atau tidak 
 
      Setelah itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
memutuskan
80
 : 
Pertama : Ketentuan Umum.  Dalam fatwa ini yang dimaksud 
dengan : 
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a. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk 
membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah 
penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik. 
b. Tahsiniyat adalah salah satu kebutuhan syari yang bersifat 
penyempurna (tertier), yang tidak sampai pada tingkat dharurat 
ataupun hajat, yang jika tidak dipenuhi tidak akan mengancam 
eksistensi jiwa seseorang, serta tidak menimbulkan kecacatan. 
c. Penggunaan kosmetika ada yang berfungsi sebagai obat dan ada yang 
berfungsi sekedar pelengkap, ada yang masuk kategori haajiyyat dan 
ada yang masuk kategori tahsiniyyat 
 
Kedua : Ketentuan Hukum 
1. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh 
dengan syarat
81
 : 
a. Bahan yang digunakan adalah halal dan suci 
b. Ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syari  
c. Tidak membahayakan 
2. Penggunaan kosmetika dalam untuk dikonsumsi kedalam tubuh yang 
menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram. 
3. Penggunaan kosmetika luar tidak dimasuk kedalam tubuh yang 
menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi diperbolehkan 
dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian. 
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4. Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi tahsiniyyat tidak 
ada rukhshah (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang 
haram. 
5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki 
ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait 
penggunaan obat-obatan. 
6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan 
menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen 
babi atau gen manusia hukumnya haram. 
7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, 
bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak dan lainnya) 
yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh 
tahrim sehingga harus dihindari. 
8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial 
yang tidak diketahui media pertumbuhan mikribanya, harus dihindari 
sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya. 
 
Ketiga : Rekomendasi 
1. Masyarakat diharuskan untuk memilih kosmetika yang suci dan halal 
dengan menghindari penggunaan produk kosmetika yang haram, 
makruh tahrim dan menggunakan bahan yang tidak jelas 
2. Pemerintah mengatur dan menjamin ketersediaan kosmetika halal dan 
suci dengan menjadikan fatwa sebagai pedoman 
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3. Usaha diminta untuk memastikan kesucian dan kehalalan kosmetika 
yang diperjualbelikan kepada setiap masyarakat 
4. LPPOM MUI tidak melalukan sertifikasi halal terhadap produk 
kosmetika yang menggunakan bahan haram, baik kosmetika dalam 
maupun luar.  
5. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk 
kosmetika yang mengunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan 
kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian 
bahannya.
82
 
 
B. Tinjauan Pustaka 
      Untuk membedakan dengan penelitian lain, maka peneliti 
mencantumkan penelitian terdahulu agar menunjukkan keaslian dalam 
penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu seperti : 
1. Yulia Dinda Pertiwi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 
dengan judul Produk Bir Non Alkohol Tanpa Label Halal dalam 
Perspektif MUI Provinsi Lampung dalam permasalahan skripsi  ini 
yaitu bagaimana hukum meminum produk Bir Non Alkohol tanpa 
label dalam perspektif MUI. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan, kesimpulan dari skripsi ini bahwasanya produk bir non 
alkohol tetap haram hukumnya jika dikonsumsi, dan berdasarkan MUI 
belum ada produk bir non alkohol yang mendapatkan label halal. 
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Produk bir non alkohol juga lebih banyak mudharatnya. Pada skripsi 
ini peneliti lebih fokus kepada perspektif MUI tentang produk bir non 
alkohol tanpa label itu haram atau tidaknya. 
2. Ana Rahmawati di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan 
judul  Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Blackwalet di 
Cabang Dolopo Kabupaten Madiun. Pada skripsi ini peneliti 
membahas tentang jual beli sabun Blackwalet terkait dengan legalitas 
BPOM dan sertifikasi kehalalan menurut LPPOM MUI sudah 
dijalankan menurut prosedur BPOM dan LPPOM MUI dalam praktek 
lapangan atau belum. Pada skripsi ini peneliti lebih fokus terhadap 
objek jual beli produk Blackwalet sudahkah tercantum nomor Badan 
POM-nya dan bersetifikat halal atau belum 
3. Anshorudin Aziz di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan 
judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan 
Kemasan Tanpa Nomor Pendaftar. Pada skripsi ini peneliti membahas 
tentang bagaimana pandangan hukum Islam menjual produk makanan 
yang dalam kemasannya tidak memiliki nomor pendaftar. Kemudian 
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti membuat 
kesimpulan bahwa para produsen belum mendaftarkan produk 
makanannya karena kurangnya pemahaman produsen terhadap 
pentingnya nomor pendaftaran dan dalam Islam jual beli seperti itu sah 
dan diperbolehkan karena tidak ada penyimpangan yang dilakukan 
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oleh produsen dan dengan kegiatan ekonomi tersebut dapat 
mengurangi pengangguran. 
    Berbeda dengan skripsi tersebut, dalam penulisan skripsi penulis 
memilih judul tentang Hukum Islam Tentang Jual Beli Hanbody Tanpa 
Label BPOM penulis lebih mendeskripsikan tentang pandangan 
hukum Islam tentang jual beli kosmetik (handbody) jika tanpa label 
BPOM 
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